BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1)

2)

Hambatan-hambatan dalam penerapan hak gugat organisasi
lingkungan hidup dalam kasus pengrusakan lingkungan di Kota
Kupang

Hambatan-hambatan dalam penerapan hak gugat organisasi lingkungan
hidup dalam kasus pengrusakan lingkungan di Kota Kupang adalah:
Kurangnya Sosialiasi Kepada Masyarakat Terkait Hukum Lingkungan,
Kendala Dalam Pembuktian, Infrastruktur Penegakan Hukum, Budaya
Hukum yang Masih Buruk

Faktor-faktor penyebab ditolaknya gugatan WALHI ke Pengadilan
Negeri kelas 1A Kupang dalam kasus Limbah di Rumah Sakit
Umum S.K.Lerik Pemerintah Kota Kupang

Dalam gugatan WALHI NTT kepada RS S.K. Lerik Kupang terlihat jelas
bahwa dua syarat diatas terpenuhi. Mulai dari sarat folmal sampai pada
syarat substantif telah terlihat dalam gugatan. Namun sebagaimana
dipaparkan sebelumnya bahwa permasalahan lingkungan hidup adalah
permasalahan yang sangat kompleks. Hal ini harus ditunjukan dalam
gugatan tersebut. Uraian tentang Obyek perkara, Fakta-fakta hukum,
Kualifikasi perbuatan tergugat, dan Uraian kerugian harus dipaparkan
dengan menunjukan fakta yang mudah ditangkap oleh pihak pengadilan.

Hal ini dilakukan untuk menekan adanya gugatan ditolak.

50



B. SARAN

1)

2)

Perlu ada kerja sama antara pemerintah, lembaga-lembaga non
peerintahan/ LSM dan juga masyarakat untuk menekan hambatan-
hambatan di lapangan dalam hal penegakan hukum lingkungan.

Dalam membuat gugatan, WALHI sebagai lembaga perwakilan dalam
gugatan lingkungan hidup perlu memperhatikan syarat yang harus

dipenuhi yakni syarat formal dan syarat substantive.
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